PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR (& TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITOBA SAMOSIR

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyurakat perlu
dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus,

untuk itu kualitas air yang digunakan masyarakat harus memunuhx syarat
kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan;. :

bahwa sehubungan dengan hal itu , perlu dikenakan Retnbusu kepada setiap
orang/badan hukum yang memperoleh atau menikmati jasa pengawaswn dan
pemeriksaan kwalitas air yang dipergunakan;

bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tzhun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha Bagi
Umum, (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2475);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 23 Tabun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah can Refribusi
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 'Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tghun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Deerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); )
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 12 Tahkun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daersh Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3794);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tdhun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagm Daerah
Otonowm;

Keputusan Presiclen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan* Rancangan
Keputusan Presiden.
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Menetapkan

Dengan persetujuan

- DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMU'IUSKAN

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TEN'I‘ANQ RETRIBUSI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUAUTAS AIR

BAB I |
KETENTUAN UMUM :
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a

b.
c.
d.

e.
f

h.

k.

Daerah adalah Kabupalcn Toba Samosir. ‘

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Bupati adalah Bupati Toba Samosir, . ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh yang selanjut.nya disebut DPRD adalah -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. '
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaien Toba Samosir. ’
Tempat Pembuatan dan Penjualan makanan, gelanjutnya disingkat dengan -
TPM adalah suatu bangunan yang' menetap dengan segala peralatan dan
karyawannya yang berdasarkan izin Bupati dipergunakan untuk membuat

‘atan menjual makanan bagi konsumen : meliputj restoran, rumah makan,

kantin, warung kopi, snack bar dan tempat pembuatan dan penjualan .
makanan la.mnya.

Laboratorium air adalah unit pelaksana tekms Dmas Kesehatan yaitu berupa

tempat atau kamar tertentu yang dslengkapx dengan peralatan-peralatan :
untuk mengadalkan percobaan penelitian ajr; -

Pemeriksaan Dakteriologi adalah pemeﬂksaan dengan tolok ukur
macanVjenis dan jumlah bakteri yaog terdapat pada suatu sample.
Pemeriksaan kimia terbatas adalah. pernenksaan terhadap kandungan zat
kimia yang terdapat dalam air. '

Air adalah semua air yang terdapat. di dalam dan atau berasal dan sumber
air, dan terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sel'm_]utnya disingkat SKRD adalah
Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah sgcarg’ ‘Jabatan yang selanjutnya disebut
SKRD secara Jabatan adalah penetapan Refribusi Daerah berdasarkan kuasa
dan wewenang vyang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang
bersangkutan menganggap SPTRD tidak wa_;ar dan/atau tiaak benar sesuai

. dengan kenyataan yang ada.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selan)utnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Retx‘xbus; dan atau sanksi administratif
berupa bunga atau denda.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dxsmg}'m selanjutnya SPTRD
adalah Surat yang digunakan oleh :wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Retribysi-- yang terhutang menurut aturan
perundang-undangan yang berlaku. .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Beblh Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan' Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit R°trxbus; lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau tidak secharusnya terutang.
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p- Suret Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan
SPMKR adalah Surat perintsh yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas
Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi k'gpada,{wajib Retribusi
atas permohonan yang bersangkutan. - L

q- Retribusi adalah sejumlah Uang yang harus dibayer kepada ‘Pemerintah
Deerah olch setiap orang atau badan yang mendapat Pembinaan Hygiene
dan Sanitasi pada Tempat Pengélolaan Makanan dan Tempat-tempat Umum.

1. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti‘jtu membuat jelas tindak pidana di
bidung Retribusi yang terjadi serts menemukan tersangka. ‘

BAB I

NAMA, OBYEK, SUBYEK = '~
DAN GOLONGAN RETRIBUSI n

Pasaf 2
Dengan nzma Rf@h‘ibusi pengawasan dar§ pémeriksaan kualitas air dipungut
Retribusi terhadap air pada perusahaag air yang belum diuji dalam laboratorium,
air bersil/air minum yang digunakan untuk perusahaan, industri‘maupun home
industri, air yang digunakan pada kolam renang/pemandian umum
Pasal 3,
Obyek Reiribusi adalah perusahaan yang inepggunaka:;ﬁi_r minum yang belum

diuji dalem laboratorium, perusahaan 'yang mempergunakan air bersih/air
minure, industri-maupun home industri..

P&d4,

Subyek Retribusi adalah orang pribndi"sitm; badan yang menikmati jasa
pelayanan, pengawasan dan pemerikéaaan kualitas air -

Pasal 5

Retribusi pengawazsan dan pemeri

ksaaan kualitas air termasuk golongan
Retribusi jasa uraurn. 5 .

BAB I
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Tingkat penggunaan jasa pengawasan dari ber;ledksa@ kualitas air diukur
berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat,'dan bahan kimia yang dipakai pada

pengawasan dan pemeriksaaan kualitas aif di perusahaan air minum, industri
dan home industri serta kolam renang. R
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BAB 1V.

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pagal 7

Prinsip penetapan tarif Refribusi jasa pengawasan dan pemeriksaann kualitas air
adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan dan pembinaan

Pasal 8

Struktur dan Besarnyd Tarif Retribusi

(1) Setiap pemeriksaan air yang dilakukan di unit laboratorium 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun

(2) Besarnya Retribusi pemeriksaan sebagai mana dimaksud ayat 1 pusal ini
ditetapkan sebagai berikut : - '
aKelas A dengan pemakaian air lebih dari 300 m® per hari...... Rp. 80.000,-

b.Kelas B dengian pemakaian air 200-300 m® per hari............... Rp. 70.000,-
c.Kelas C dengan pemakaian air 100-200 m® per hari.......... ~...Rp. 6(.000,-
d.Kelas D dengan pemakaian air 56-100m’ per hari ................. Rp. 4¢.000,-
e.Kelas E dengan pemakaian air 10-50 m® per hari................... Rp. 2(+.000,-
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pazal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 10

(1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi olek Wajib Retribusi sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 1n1 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11
Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan‘ diteml‘ikaxi déta baru_dan data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang
terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 12
Pemungutan Retribusi tidak dapat dialibkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

| BARB VI
TATA CARA PEMBAY ARAN RETRIBUSI

Pagal 13

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di. Kas Daersh atan ditempat lain

yang ditunjuk sesuai waktu yung ditentukan dengan menggunakan SKRD,
SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan. .
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(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil
pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 3 x 24 jam.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi sebaguimana dimaksud dalam pasal 13 ayut (1)
Peraturan Daerah'ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan Refribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '

Pasal 15
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
BAB VI .
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagsi awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera sefelah 7
(tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

{2) Dalam jangka waktu 7 - (tujuh) hari setelah tanggal Surat
teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus mzlunasi
Retribusinya yang terhutang,

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarksn oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksansan peaagihan
Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIO
SANXSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk menetapkan besarnyn Retribusi yang
terutang, sebagaimana maksud pasal 8 ayat (1).
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BABX
TATA CARA PENYELESATAN KEBERATAN |
Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan keberatan sebaguimana dimaksud ayat (1) pasal ipi harus
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam

Jjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
(3) Pengajuan keberetan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimanea dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
harus dijawab oleh Bupati atau Pgjabat yang ditunjuk dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
diterima.

BABXI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KEIEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayanm Retribusi.

(2) Permohonan sebagzimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan
pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang
Retribusi yang telah dibayarkan -

(3) Atas permohonan sebsgaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas

kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
Retribusi selanjutnya.

Pagal 22

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini,
diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dug) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembaym Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dikembalikan kepada wajib Reiribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. dilakukan setelah lewat
wakiu 2 (duz) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB Kepala Daerah

memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

(1) Pengembalian sebagaimana dimsksud pasal 21 Peraturan Daerah ini

dilakukan dengan menerbitken Suret Perintah Membayar Kelebihan
Retribusi (SPMXR).

 (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini
diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.
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BAB XIT

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN S ANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
-Retribusi. :

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. ;

-

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung

dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerzh tentang Retribusi
Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang
terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana
dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib
Retribusi kepada Bupati atau pejabet yang ditunjuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
dikeluarkan oleh Bupati atan Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima. -

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan
ayat (5) pasal ini Bupati atan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan, maka permohonan pembetulan,pengurangan ketetapan,

penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan
dianggap dikabulkan.

BAB XIIT
FADALUWARSA
Pasal 26

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa seteleh melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal im
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Tegurun.
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung. '
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BAB Xav
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 27

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.

(2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 28 =

Pengawasan untuk pelaksunaan Peraturan Dacrah ini dilakukan oleh Bupati atau
Pejabat yang dihunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal29

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak 4 (empat) kali juinlah Retribusi yang terhutang,

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN
Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi Daergh sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
2 Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkeraan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang
Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atan badan
sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dasrah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah,

e. Melakukan Penggeledshan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan,
Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, - serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

£ Meminta tenaga bantusn tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. -
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g Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atay tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada hurf “¢”

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi
Daerah.

i. Memanggil orang untuk dxd°ngar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau Saksi.

J- Menghentikan Penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan

Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat
dipertanggunjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
: Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut
Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN.-PENUTUP
Pasal 31

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturun Daerah ini sepanjang

mengenai Pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku puda tanggal diund:;r'x'g.kan.

Agar  supaya setiap Orang 'dapat mengetahuinya memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya da.lam lembaran
Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

o ’ cap/dto

Diundangkan di Balige.
pada tanggal 20 Pebruari 2001

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2  TAHUN 2001 SERI B
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